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BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

4.1. Kedudukan Kelembagaan PNPM MP

Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tangung jawab untuk memajukan

kesejahtraan masyarakat umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara

bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan

dasaryang layak bagi kemanusiaan.Untuk melaksanakan tanggung jawab negara

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kebijakan

pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terarah dan

berkelanjutan sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang

penanganan fakir miskin. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah,

terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

dalam pelaksanaannya sejak tahun 1999 telah berpedoman pada Program

Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai suatu upaya

pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah

dengan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, pada tahun 2008

pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaa

Masyarakat Mandiri Perkotaan.

Salah satu program inti PNPM MP, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM

MP merujuk pada dasar hukum PNPM MP yang ditetapkan dalam pedoman
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umum PNPM MP dan peraturan presiden No 13 tahun 2009 tentang Koordinsi

Penanggulangan Kemiskinan. Inti kegiatan PNPM MP di kelurahan adalah proses

menumbuh kembangkan kemandirian dan berkelanjutan upaya penanggulangan

kemiskinan dari, oleh, dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dalam

hal ini lebih menitik beratkan pada upaya memberikan kesempatan belajar

menangani berbagai persoalan yang ada secara utuh dari pengembangan gagasan,

identifikasi persoalan, perencanaan pemecahan persoalan sampai dengan

pelaksanaan yang berorientasi ke tujuan jangka panjang, serta proses

pembelajaran lainnya dalam pemenfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) dan pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), atau nama

lain Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan yang prakarsa pembentukan

maupun pengelolaanya ditentukan oleh masyarakat, diresmikan melalui

pencatatan pada notaris.

BKM berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari suatu

himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan dengan peran utama sebagai

dewan pengambilan keputuasan yang dalam proses pengambilan keputusan

dilakukan secara partisipatif. Disamping sebagai dewan pengambil keputusan juga

untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat

maupun yang bersumber dari luar, dalam upaya penanggulangan berbagai

persoalan pembangunan di wilayah kelurahan, BKM juga merupakan jembatan

pengghubung aspirasi warga ke pemerintahan kelurahan serta memperjuangkan

kebutuhan warga ditingkat kelurahan dalam musyawarah pembangunan kelurahan

(MUSBANGKEL).
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4.2 Fungsi Kelembagaan PNPM MP

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), atau nama lain Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan yang prakarsa pembentukan maupun

pengelolaanya ditentukan oleh masyarakat. BKM berfungsi sebagai berikut:

a) Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai

kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat

setempat.

b) Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb).

c) Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis.

d) Pengendalian kontrol sosial terhadap proses pembangunan.

e) Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.

f) Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan/desa

setempat.

g) Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan

kebijakan dan program pemerintah setempat.

h) Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya penanggulangan

kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peninggkatan kapasitas masyarakat.

Sehubungan dengan salah satu fungsi BKM tersebut diatas dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan

infrastruktur tidak terlepas dari kerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) yang berada di wilayah Kelurahan Antapani Kidul Kota
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Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun

2005 tentang LPM.

Untuk mengetahui sejaumana pelaksanan dan kedudukan serta fungsi

lembaga PNPM MP di lokasi penelitian pada Kelurahan Antapani Kidul dalam

wilayah Kecamatan Antapani Kota Bandung. Maka peneliti berupaya melakukan

wawancara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan Operasional

Paramenter untuk mengetahu indikator-indikator permasalahan yang berhubungan

dengan kedudukan dan fungsi kelembagaan PNPM MP dalam meningkatkan

kesejahtraan masyarakat yang meliputi kegiatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur

dihubungkan dengan LPM yang ada di kelurahan Antapani Kidul.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Lembaga PNPM MP

Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani, maka penulis melakukan

wawancara dengan Bapak Ahmad Sujani selaku Lurah Antapani Kidul dan Bapak

Yoni selaku fasilitator PNPM MP Kelurahan Antapani Kidul sebagai berikut :

1. Landasan Program PNPM

Hasil Wawancara untuk mengetahui pelaksanaan program PNPM dilasanakan

di Kelurahan Antapani Kidul dengan Bapak Yoni adalah sebagai Fasilitator

berikut :

Penulis : Apa landasan Hukum dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

di Kelurahan Antapani ?

Bapak Yoni : Landasan hukum pelaksanaan PNPM – Mandiri Perkotaan

berpedoman pada Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan dan
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Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan.

Dari wawancara tersebut diatas dapat diperjelas bahwa landasan pelaksanaan

Program PNPM Mandiri Perkotaan berpedoman pada Pedoman Nasional PNPM

Mandiri Perkotaan besifat Pedoman Operasional UMUM (POU) juga disebut

sebagai Pedoman Pelaksanaan, Depaemen Pekerjaan Umum Juga menerbitkan

Pedoman Operasional Teknis (POT) diantaranya Petunjuk Pengembangan

Kelompok Swadaya Masyarakat. Pendamping, pencairan dan pemenpaatan dana

Bantuan Langsung Masyarakat. dan Perencana Kegiatan Infrastruktus sebagai

Prosedur Operasi Baru. dalam pasal 20 PP 13 Tahun 2009 pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota pelaksanaan Tugasnya dilakukan

secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka penanggulangan

kemiskinan. Dengan demikian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di

Kelurahan Antapani Kidul telah berlandaskan Pedoman Pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan yang ditebitkan oleh Kementeri Pekerjaan Umum Direktorat

Jenderal Cipta Karya.adapun petunjukteknis

2. Kebijakan Program PNPM

Dalam wawancara mengenai Kebijakan Program PNPN Bapak Yoni mengatakan

sebagai berikut :

Penulis :Menurut Bapak apakah PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani

Kidul merupakan kebijakan Pemerintah Pusan atau Pemerintah daerah ?
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Bapak Yoni: Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan kebijakan

Pemerintah Pusat secara kontinyu Pemerintah Pusat terus mengevaluasi

pelaksanaan PNPM-Mandiri terkait dengan program penanggulangan

kemiskinan salah satu cara untuk mengefektifkan pelaksanaan PNPM –

Mandiri perkotaan adalah menyerahkan pengelolaannya kepada

Pemerintah Daerah.

Dari Hasil wawancara tersebut dapat dipertegas bahwa dalam penjelasan Pedoman

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai denganUndang-Undang 32 Tahun

2004 yang dilanjutkan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Pusat memberikan ruang bagi

terselenggaranya Pemerintahan di Daerah secara lebih demokratis dengan

wewenang yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Secara umum peran Pemerintah Darah adalah sebagai fasilitator, regulator,

dinamisator dan koordinator dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Peran Pemda sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani

kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan

daerah)

2. Peran Pemda sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-

peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan)
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3. Peran Pemda sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisifasi multi

pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan

memelihara dinamika pembangunan daerah)

4. Peran Pemda sebagai Koordinator adalah mengintegrasikan Program-

Program berbasis penanggulangan kemiskinan (melalui mekanisme

perencanaan partisifatif, seperti musrenbang Kelurahan, musrenbang

Kecamatan dan musrenbang Kota.

Untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perannya, melalui

PNPM-Mandiri Perkotaan pemerintah pusat mencoba melakukan suatu

strategis intervensi fasilitasi tingkat kota.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa PNPM Mandiri

Perkotaan di Kelurahan Antapani merupakan kebijakan Pemerintah Pusat

pemerintah Daerah hanyalah berperan sebagai fasilitator, Regulator, Dinamisator

dan Koordinator dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan

Antapani Kidul.

3. Lembaga PNPM Mandiri Perkotaan

Dalam wawancara mengenai Lembaga PNPM Bapak Yoni mengatakan

sebagai berikut :

Penulis : Bebentuk apa Lembaga PNPM-Mandiri Perkotaan di kelurahan

Antapani Kidul yang dipecaya oleh Masyarakat dan bagaimana proses

pembentukannya serta pembentukan anggotanya ?
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Bapak Yoni : di Kelurahan Antapani Kidul sejak tahun 2000 telah dibangun

Lembaga masyarakat disebut Badan Keswadayaan

MasyarakatAntapani Kidul disingkat BKMANKID adalah organisasi

Masyarakat Kelurahan Antapani Kidul berbentuk paguyuban sebagai

“dewan amanah” atau pimpinan kolektif”. Pembentukan BKM

ANKID sengaja dibentuk oleh Wakil-wakil warga atau dianggap

tokoh masyarakat di Kelurahan Antapani Kidul yang diharapkanakan

dilazimkan sebagai institusi masyarakat untuk menanggulangi

kemiskinan di tingkat kelurahan Antapani Kidul. dan telah berbadan

hukum

Proses pemilihan anggota BKM yang mampu untuk mencari orang-

orang baik. Membangun kepercayaan di BKM yang paling utama

sebagai dasar membangun kepercayaan melalui proses pemilihan

anggota pada BKM ANKID kelurahan Antapani sesuai dengan

standar operasional kegiatan PNPM Perkotaan dengan proses sebagai

berikut :

Keanggotaan BKM hanya berlaku selama 3 tahun , proses

pemilihannya pemilihan awal dari tingkat RT masyarakat yang dipilih

untuk mewakili ditingkat RW hanya dibutuhkan 2 orang sedangkan

RW yang ada di Kelurahan Antapani Kidul sebanyak 19 RW jumlah

masyarakat yang akan diajukan sebanyak 38 orang dari 38 orang yang

dibutuhkan untuk menjadi anggota BKM hanya 9 0rang yang terdiri

dari Pimpinan koordinasi, Sekretaris , Badan pengawas, Unit
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Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan/Ekonomi

UPK/UPE), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) dan Relawan tidak termasuk anggota BKM

Dari wawancara tersebut dapat diseperjelas bahwa Badan Keswadayaan

Masyarakat Kelurahan Antapani Kidul (BKN ANKID) berbentuk paguyuban

sebagai “dewan amanah” atau pimpinan kolektif”dibentuk melalui kesadaran

kritis masyakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai

dilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat,

telah dibentuk sejak tahun 2000 dengan akta notaris , pembentukannya oleh warga

masysrakat Antapani Kidul difasilitasi oleh pemerintah , demikian pula

pembentukan anggota BKM ANKID dibentuk berdasarkan hasil musyawarah

masyarakat Kelurahan Antapani Kidul untuk keanggotaan BKM ANKID dipilih 3

tahun sekali proses untuk pemlihan keanggotaan BKM ANKID yang sekarang ini

, berpdoman pada standar operasional kegiatan PNPM Perkotaan, pedoman

tersebut menurut keterangan Kunyati sebagai berikut :

1) Tahap I setiap warga dewasa pada masing-masing RT memilih orang

dewasa yang dianggap baik, jujur,relawan,peduli terhadap warga miskin

(ini tertera dalam kartu suara) untuk memilih 1-3 orang atas dasar kriteria

tadi, Pemilihan dilakukan tanpa pencalonan dan penunjukan. Bagi mereka

yang terpilih dilakukan berdasarkan rengking perolehan suara dari 1-3

orang ditetapkan untuk mengikuti pemilihan di tingkat RW.

2) Tahap II bagi mereka yang dipilih di tingkat RT kemudian saling memilih

di tingkat RW masing-masing. Setiap RW dipilih 9 orang dan
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penetapannya berdasarkan rengking perolehan suara. Jumlah RW ada 8

RW, Jadi jumlah orang yang dipilih mendapat suara di tingkat RW= 9 x 8

=72 orang.

3) Tahap III. Pemilihan dilanjutkan di tingkat kelurahan untuk saling memilih

11 orang dari 72 orang. Penduduk dewasa berjumlah 6400 orang, Jumlah

RT=50 orang dan RW 9 orang.

Anggota BKM dipilih atas pertimbangan dan persepsi masing-masing warga

cenderung warga mengetengahkan kriteria merakyat, kehidupan sehari-harinya

aktif, mau berbagi untuk masyarakat, tidak bermasalah bagi orang yang egois,

kurang wawasan luas, rajin dan memiliki kemampuan.Prinsipnya calon anggota

BKM atau para pengelola/pengurus BKM tidak tercemar namanya dimasyarakat.

Kepercayaan terhadap figur-figur yang dipilih dengan legitimasi yang tinggi

ini berimplikasi terhadap penanggulanggan kemiskinan dengan makin mudahnya

membangun swadaya tenaga, pikiran, materi, kebersamaan dan tidak terjadi

penyimpangan, memulihkan kembali dana bergulir, jaringan social, kegiatan

infrastruktur, yang semuanya itu berdampak pada penanggulangan kemiskinan

yang makin berkembang.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disempulkan bahwa Lembaga PNPM

dikelurahan Antapani Kidul telah dibentuk sejak tahun 2000 yaitu Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM ANKID) dan pembentukan anggota BKM

adalah sebagaiinstitusi lokal yang dibentuk melalui programPNPM di desain

sebagai institusi sukarela.Dengan demikian, proses dan pembentukannyatidak
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banyak campur tangan pemerintah.Dibanding dengan program pemerintah

yanglain, program ini lebih kental dengan nuansapendekatan.

4. Kedudukan Lembaga PNPM- MP di Keluraha Antapani Kidul

Dalam wawancara mengenai Kedudukan Lembaga PNPM Bapak Yoni selaku

Fasilitator mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Apa kedudukan BKM ANKID di Kelurahan Antapani Kidul sampai

saat ini ?

Bapak Yoni : Badan Keswadayaan Masyarakat BKM di Kelurahan Antapani

Kidul bernama BKM ANKID adalah sebuah Organisasi

Masyarakat warga yang yang diperakarsai pembentukannya oleh

pemerintah seiringan dengan pemdampingan di awali pelaksanaan

P2KP (program Penanggulanggan Kemiskinan di Perkotaan) pada

tahun 2000, Bentuk organisasinya adalah Paguyuban Warga

Kelurahan Antapani Kidul dan Lembaga milik seluruh

masyarakat Kelurahan Antapani Kidul. Kelembagaan BKM

ANKID dicatat di Notaris Uci Sanusi, S.H, No 01 tanggal 09

Januari 2009. berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan

kolektif, oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga

yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga

setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada

anggota, artinya keputusan tertinggi ada di tangan anggota.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BKM ANKID

adalah organisasi Masyarakat Kelurahan Antapani Kidul berbentuk paguyuban
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Warga Kelurahan Antapani Kidul yang telah tercatat dinotaris sebagai kekuatan

badan hukum dan berkedudukan sebagai Lembaga Kepemimpinan Kolektif dari

organisasi masyarakat warga kelurahan Antapani Kidul

5. Fungsi Lembaga PNPM- MP di Keluraha Antapani Kidul

Dalam wawancara mengenai Fungsi Lembaga PNPM Bapak Yoni

mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Sejauhmana fungsi BKM ANKID sebagai Lembaga

Kepemimpinan Kolektif di Kelurahan Antapani ?

Bapak Yoni: BKM ANKID sebagai Lembaga Kepemimpinan Kolektif

dikelurahan Antapani Kidul landasan kemandirian masyarakat

berupa Lembaga kepemimpinan masyarakat disebut Badan

Keswadayaan Masyarakat. Pada dasarnya fungsi utama BKM

ANKID Kelurahan Antapani sesuai dengan Pedoman PNPM

Mandiri Perkotaan , fungsi utama mengendalikan atau

mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di

kelurahan.

Dari keterangan tersebut dapat diperjelas bahwa pada

dasarnya BKM ANKID adalah lembaga pimpinan kolektif suatu

masyarakat warga penduduk kelurahan dengan fungsi utama

mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan

penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut jadi harus

mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak
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terlibat dalam kegiatan praktis - pelaksanaan (rowing) karena akan

mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan.

6. Lembaga Kemasyarakatan selain BKM di Keluraha Antapani Kidul

Dalam wawancara mengenai Lembaga kemasyarakatan Bapak Ahmad Sujani

selaku Lurah Antapani Kidul mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Lembaga kemasyarakatan apa saja yang ada di kelurahan

Antapani Kidul selain BKM ANKID

Bapak Ahmad : Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Antapani

kidul :

a. TP-PKK Kelurahan

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

c. Karang Taruna

7. Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kemasyarakatan di Kelurahan Antapani Kidul

Dalam wawancara mengenai tugas dan fungsi Lembaga pemberdayaan

Masyarakat Bapak Ahmad Sujani selaku Lurah Antapani Kidul mengatakan

sebagai berikut :

Penulis : Apa tugas dan fungsi LPM tersebut

Bapak Ahmad : Tugas LPM Kelurahan Antapani sesuai dengan Peraturan Daerah

diantaranya menyusun rencana pembangunan bersama dengan

pemerintah , menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat

untuk gotong royong dalam pembangunan dan memantau

pelaksanaan pembangunan.
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Serta berfungsi wadah partisifasi dan komunikasi, informasi

masyarakat antara pemerinta kelurahan dan masyarakat serta antar

wagra masyarakat.

8. Pembentukan LPM besrta pengurus Lembaga Pemberdayaan

Kemasyarakatan di Keluraha Antapani Kidul

Dalam wawancara mengenai tugas dan fungsi Lembaga pemberdayaan

Masyarakat Bapak Ahmad Sujani selaku Lurah Antapani Kidul mengatakan

sebagai berikut :

Penulis : Bagaimana pembentukan LPM bertra pengurus Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Keluraha Antapani Kidul ?

Bapak Ahmad : LPM merupakan partisipasi masyarakat untuk mendukung dan

membantu pelaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan

tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembentukan pengurus LPM Kelurahan antapani

melalui panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah warga

dalam rangka pemilihan Ketua LPM, masing-masin Rukun

Warga hanya dapat mengutus 1 calonnya. Hasil pemilihan

Ketua LPM serta susunan pengurus lengkap dikukuhkan oleh

Camat.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberaan Lembaga

Kemasyarakatan LPM di Kelurahan Antapabi berdasarkan Peraturan daerah

Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LPM

tersebut sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, mengingat
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pentingnya lembaga tersebut dibentuk atas hasil musyawarah warga Kelurahan

Antapan Kidul, demikian pula dalam penataan kepengurusan LPM maupun

pelaksanaan dalan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat harus

dilaksanakan secara seksama, cermat dan hati-hati, tetap memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi hasil pemilihan pembentukan pengurusnya dikukuhkan oleh

Camat.

9. Hubungan Kerja Badan Kswadayaan Masyarakat

Dalam wawancara mengenai hubungan kerja BKM ANKID dengan

Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan Aantapani Kidul Bapak

Ahmad Sujani selaku Lurah Antapani Kidul mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Bagaimana hubungan kerja antara Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) Kelurahan Antapani Kidul?

Bapak Ahmad: Hubungan kerja sama antara BKM dan LPM merupakan mitra

kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Antapani

Kidul di bidang ekonomi, sosial dan infrastruktur

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BKM adalah lembaga

yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang

mampu mengatasi kemiskinannya dan mengembangkan misi untuk

menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solideritas sosial

sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama, demikian pula

LPM kerja sama antar lembaga telah tertuang dalam Perda dijelaskan bahwa LPM
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dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di luar

wilaayahnya dalam bentuk kerjasama, jalinan kerja dapat terdiri antar lembaga

kelurahan se kecamatan dan bentuk kerjasama disampaikan secara tertulis kepada

Pemerintah Kecamatan melalui Kelurahan.

10. Sosialisai PNPM Mandiri Perkotaan kepada masyarakat kelurahan

Antapani Kidul ?

Dalam wawancara mengenai Sosialisasi PNPM-Mandiri Perkotaan di

Kelurahan Antapani Kidul Bapak Yoni selaku Fasilitator Kelurahan Antapani

Kidul mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Bagaimana sosialisai yang disampaikan kepada masyarakat

kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni : Dalam menyampaian informasi mengenai PNPM-MP melalui

sosialisasi langsung kepada masyarakat, BKM, maupun fihak

kelurahan/kecamatan dan dinas terkait dalam rapat pertemuan yang telah

disediakan oleh pihak kelurahan, pada pemberian informasi tentang keberadaan

dan tujuan PNPM Mandiri Perkotaan disampaikan langsung oleh para Konsultan,

fasilitator juga Camat dan lurah setempat. Sesuai dengan petunjuk teknis

mengenai pelaksanaan infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Dalam sosialisasi pelaksanaan PNPM-MP yang meliputi kegiatan sosial,

ekonomi dan infrastruktur yang didanai pemerintah melalui PNPM –MP, hanya

sebagian besar masyarakat Kelurahan Antapani Kidul yang hadir dalam
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pertemuan sosialisasi karena masyarakat masih kurang peduli dalam proses

kegiatan PNPM.

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka peneliti menyampaikan bahwa

Sosialisasi yang telah dilaksanakan mengenai kebijakan PNPM –MP belum

efektif atau kurang optimalnya sosialisasi dan dalam penyampaian informasi

PNPM-MP, yang dilakukan oleh konsultan, fasilitator maupun Camat, karena

hanya sebagian masyarakat saja yang hadir, terutama bagi kaum wanita kecuali

ketika awal sosialisasi kegiatan saja bersama-sama dengan konsultan dan

fasilitator Korkot terhadap BKM, Relawan dan KSM dalam kesadaran

menjalankan kegiatan.

11. Pemahama masyarakat mengenai PNPM Mandiri Perkotaam

Dalam wawancara mengenai Pemahaman masyarakat PNPM Mandiri

Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :

Penulis : Bagaimana pemahama masyarakat mengenai PNPM Mandiri

Perkotaam

Bapak Yoni : Dalam pelaksanaan PNPM-MP yang meliputi kegiatan sosial,

ekonomi dan infrastruktur yang didanai pemerintah melalui

PNPM –MP telah berjalan, hanya sebagian besar saja masyarakat

yang memahami untuk pengajuan kegiatan-kegiatan yang akan di

danai oleh PNPM-MP. Karena masyarakatnya kurang peduli

dalam proses kegiatan PNPM-MP terutama proses Penggunaan

repository.unisba.ac.id



100

dana bergulir karena masyarakat masih mengangap dana tersebut

dana hibah dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan

akibatnya banyak penerima dana BLM yang nunggak

pengembalian

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka penulis simpulkan bahwa

sosialisasi terhadap pemahaman kebijakan PNPM –MP maupun pelaksanaannya

belum efektif, terutama informasi dalam sosialisasi dan pelaksaan PNPM

Mandiri Perkotaan bidang ekonomi atau dana bergulir di Kelurahan Antapani

Kidul. Akibatnya sebagian masyarakat masih menganggap Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) merupakan dana hibah dari pemerintah yang tidak perlu

dikembalikan.

12. Unsur Pelaksanaan PNPM MP di Keluraha Antapani Kidul

Dalam wawancara mengenai unsur pelaksanaan PNPM MP di Kelurahan

Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Selain dari BKM ANKIT ada berapa unsur pelaksanaan PNPM

PM di Kelurahan Antapani Kidul dan apa tanggung jawab unsur-unsur

tersebut ?

Bapak Yoni : Unsur utama pelaksanaan PNPM MP di tingkat kelurahan adalah:

1) Lurah dan Prangkatnya

2) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

3) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

4) Relawan Masyarakat

repository.unisba.ac.id



101

Adapun tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan PNPM MP

sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM MP diantaranya:

a) Membantu sosialisasi dan rembuk kesiapan masyarakat untuk

mendukung dan melaksanakan PNPM MP memfasilitasi

terselenggarakannya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat

dengan tim fasilitator untuk menyebarluaskan informasi dan

pelaksanaan PNPM MP dan memfasilitasi dan mendukung

penyusunan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan.

b) BKM bertangung jawab menjamin mengkoordinasikan warga secara

partisipasi untuk merumuskan rencana jangka menangah dan

mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta

menetapkan kebijakan dan mengawasi program pemanfaatan BLM

yang dikelola oleh Unit Pelaksana Keuangan (UPK).

c) Unsur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), mengelola dana yang

diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang terkait

dalam penanggulangan kemiskinan dan mencatat dan membuat

laporan kegiatan pembangunan.

d) Unsur Relawan.

relawan masyarakat diharapkan menjadi pelopor sirklus program

refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM,

pengoranisasian KSM serta mitra kerja BKM, para relawan berhak

mendapat informasi perkembangan kegiatan penanggulangan

kemiskinan yang dipimpin oleh BKM.
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Relawan masyarakat adalah pelopor-pelopor pengerak dari

masyarakat tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen pada

kemajuan masyarakatnya.

13. Jumlah anggota dan Pendidikan anggota BKM ANKID, KSM da

para relawan masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri

Dalam wawancara mengenai pendidikan pengurus BKM , KSM dan relawan

masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani

Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Berapa banyak yang diharuskan jumlah anggota PNPM. KSM dan

Relawan masyarakat serta bagaimana pendidikan anggota/pengurus

BKM.KSM dan relawan berpengaruh terhadap kegiatan PNPM

Mandiri Perkotaan dan apakah ada semacam diklat khusus yang

diselenggarakan pemerintah kota untuk para relawan

Bapak Yoni : Jumlah anggota BKM ANKID sebanyak 9 orang KSM sebanyak 55

kelompok (255 orang) Dan Relawan masyarakat sebanyak 15 kelompok (375

orang) pendidikan pengurus BKM, KSM dan relawan masyarakat pada umumnya

sudah cukup memadai sebagian besar dari anggota rata-rata pendidikan sarjana

namun untuk pendidikan latihan khusus yang berhubunan dengan PNPM Mandiri

Perkotaan belun direncanakan. semacam pelatihan khusus baik yang bersifat

administrasi maupun operasional

14. Komitmen dan kejujuran anggota pelaksana kegiatan?
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Dalam wawancara mengenai tingkat komitmen dan kejujuran pengurus BKM

, KSM dan relawan masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di

Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Sampai sejauh mana tingkat komitmen dan kejujuran para anggota

pelaksana kegiatan?

Bapak Yoni : Keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKM, KSM dan

Relawan masyarakat merupakan unsur yang paling penting untuk

bekerjasama. Oleh karena itu BKM harus menerapkan pola – pola

hubungan yang jujur dan terbuka, dengan cara:

 Merumukan semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada

anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya.

 Menjalin dialog terbuka dengan diskusi – dikusi secara berkala,

saling memberikan informas dan bertukar pengalaman.

(transparansi informasi)

 Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan informasi yang

diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut.

(transparansi informasi)

 Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk

berpendapat dan mengemukakan perasaan – perasaannya dalam

suasana saling menghargai.

 Untuk menumbuhkan kerjasama dan kepercataan antar anggota

BKM,KSM dan Relawan Masyarakat dengan masyarakat, anggota

BKM, KSM dan Relawan harus mendapat kepercayaan warganya
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dengan demikian anggota BKM harus jujur dan adil menentukan

prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk

kepentingan pribadi.

14. Unsur-unsur kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Dalam wawancara mengenai unsur KSM di Kelurahan Antapani Kidul,

Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut :

Penulis: Berapa banyak KSM dalam pelaksanaan PNPM MP di Keluranan

Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: KSM yang ada di kelurahan Antapani Kidul memiliki 8 KSM terdiri

dari:

a) KSM Melati, b) KSM Warna Sari, c) KSM Endah Sari, d) KSM Sari

Endah, e) KSM Salyu, f) KSM Tulip, g) KSM Arum Sari, h) KSM Bakti

Pratama, i) Sumber Sari, j) KSM maju jaya, k) KSM Sekar sari, l) KSM

Trampil, m) KSM Pintar, n) KSM Pintar 1, o) KSM Wates. Kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM MP meliputi:

1. Kegiatan Ekonomi

2. Kegiatan Sosial

3. Kegiatan Infrastruktur

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 15 Kelompok

Keswadayaan Masyarakat (KSM) yang ada di Kelurahan Antapani Kidul adalah

kelompok warga masyarakat Kelurahan Antapani Kidul pemanfaatan dana

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP dan sekaligus sebagai
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pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulanggan kemiskinan yang diusahakan

untuk didanai BKM, KSN ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh

fasilitator. Sedangkan relawan masyarakat adalah pelopor penggerak dari

masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih dan memiliki komitmen kuat pada

kemajuan masyarakat di wilayah Kelurahan Antapani Kidul yang melaksanakan

seluruh tahapan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan,

.

15. Sarana dan Prasarana Kegiatan BKM ANKID, KSM, Relawan

Masyarakat dan Pemukiman masyarakat miskin di Kelurahan

Antapani Kidul.

Dalam wawancara mengenai sarana dan prasarana BKM ANKID dan KSM di

Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Apakah ada sarana dan prasarana untuk kegiatan BKM ANKID dan

KSM Kelurahan Antapani Kidul yang disiapkan oleh pemerintah

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: perasarana untuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan

Antapani Kidul secara formal belum ada tapi , pihak kelurahan

menyediakan ruangan khusus sesuai dengan kebutukan. Sarana

kendaraan pada masing-masing anggota, dan sarana rumah sehat belum

dilaksanakan namun untuk prasarana lingkungan pemukiman

masyarakat miskin belum seluruhnya terlaksana.

Dari hasil wawancara tersebut prasarana gedung untuk kegiatan PNPM belum

ada namun untuk kegiatan pemerintah Kelurahan hanya member ruangan untuk
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kegiatan sesuai dengan kebutuhan demikian pula terhadap sarana kendaraan di

serahkan kepada anggota yang bersangkutan. Untuk lingkungan pemukiman

masyarakat miskin belum terealisasi. Bila dilihat dari propin BKM ANKID

bahwa lingkungan pemukinan masyarakat miskin sangat dibutuhkan adalah

a. Sebagian masyarakat miskin belum semua memiliki prasarana sumur

resapan kalau pun ada masih kurang memeduhi setandar kesehatan,dan

b. Prasarana Rumah sehat belum terealisasi hanya Peninggian kirmir sloof,

Paving Blok telah dilaksanakan karena kalau musim hujan datang air dari

sungai Durian membanjiri pemukinam mereka.

16. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat

Dalam wawancara mengenai prosedur Pelaksanaan BLM dalam kegiatan

PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh BKM, di Kelurahan Antapani

Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut :

Penulis : Bagai mana prosedur Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat ?

Bapak Yoni: prosedur palaksanaan BLM telah sesuai dengan ketentuan Petunjuk

Teknis Pendamping, Pencairan dan Pemenfaatan Dana BLM

bahwa BKM dapat menyalurkan dana BLM ke KSM sesuai

Perencanaan jangka Menengah (PJM) Program Penaggulangan

Kemiskinan (pronangkis) dan KSM dapat memenfaatkan dana

BLM sebagai pelengkap bagi pembelajaran mereka, KSM

menerima dana BLM sesuai dengan RPD (Rencana Pembangunan
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Desa) dan melaksanakan kegiatan KSM sesuai proposan yang

disetujui BKM.

Hasil wawancara tersebut penulis memperjakas prosedur Pelaksanaan

penyaluran dan femenfaatan Dana BLM ke KSM sesuai dengan Petujuk Teknis

Pendamping, pencairan dan pemenfaatan Dana BLM dengan penjelasan secara

singkat sebagai berikut:

 Setelah dipastikan dana BLM telah masuk ke rekening BKM, selanjutnya

BKM bisa mencaikan dana BLM di Bank pelaksana Daerah setelah

memenuhi persyaratan Pemenfaatan dana BLM,

 Kesekretariatan yang ditunjuk BKM membagikan dana BLM ke KSM

transfer ke rekening KSM atau KSM langsung yang dibagikan di Bank

disaksikan oleh pihak RW, aparat kelurahan, LPM dan masyarakat.

 Unit Pengelola Keuangan (UPK) mencatan transper penyaluran BLM ke

KSM setelah menetima dana BLM. KSM kelaksamakan kegiatan sesuai

proposal yang disetujui BKM.

17. Kegiatan BKM ANKID, kelompok KSM dan Relawan

17.1 Partisipasi Masyarakat

a. Pertisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

Dalam wawancara mengenai Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM

Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :
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Penulis : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memahami kebutuhan warga

yang berhubungan dengan kesejahtraan masyarakat Kelurahan

Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: Keigatan yang dilakukan oleh BKM ANKID bersama warga

Kelurahan Antapani Kidul meminta untuk menyampaikan kebutuhan

yang dirasakan selama ini baik yang berhubungan dengan

infrastruktur, sosial dan ekonomi.kebutuhan inftastruktur berupa

Sumur Resapan, Peninggian kirmir sloof, Paving Blok, Pemagaran,

kegiatan sosial berhubungan dengan pendidikan Tata Boa,

Dari wawancara tersebut dapat diperjelas lebih lanjut bahwa BKM bersama

relawan melakukan pemahaman kebutuhan warga miskin dengan kegiatan jaring

aspirasi masyarakat, dialog secara langsung dengan para tokoh masyarakat dari

mulai tinkat RW dan Kelurahan, Pemetaan kebutuhan ini untuk merumuskan PJM

Program PNPM Mandiri Perkotaan, rencana tahunan dan program BKM selama 1

tahun ke depan. Namun dalam keputusan untuk menentukan prioritas kegiatan

masih terasa elitis, warga miskin masih belum banyak dilibatkan, hanya tokoh

masyarakat di tinkat RT dan RW , kader dan lembaga lain yang diundang untuk

pengambilan keputusan. Namun tetap diakui bahwa aspirasi langsung dari warga

miskin belum dilembagakan dalam pertemuan formal. Menurut Munker dalam

Kunyati menisyaratkan bahwa “Mustahil program pengentasan kemiskinan dapat

berhasil tanpa keikutsertaan atau keterlibatan warga miskin dalam setiap proses

pembangunan yang menyangkut dirinya”. Keterlibatan warga ini masih dirasakan

kuat ketika mereka diberi hak untuk menentukan orang-orang yang duduk dalam
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keanggotaan BKM, itulah keputusan yang strategis untuk menentukan para angota

BKM di tingkat local yang akan dipercayakan untuk mengelola program-program

kesejahtraan masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan BKM

Dalam wawancara mengenai Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berhubungan dengan kesejahtraan

masyarakat di Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :

Penulis : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan

Program PNPM -MP untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: Perencanaan kegiatan program tersebut dirumuskan melalui rembuk

warga di tingkat kelurahan. Partisipasi warga lebih mencurahkan

pikiran, ide, tenaga melalui berbagai pertemuan warga sampai

dokumen selesai, warga yang turut terlibat dalam kegiatan tersebut

adalah koordinator BKM ANKID, pengelola Unit-unit lingkungaana,

ekonomi, sosial. Sekretasis, badan pengawas, para ketua RT, ketua

RW, para pengurus lembaga di tingkat kelurahan seperti LPM, PKK,

Karang Taruna. Rembuk untuk menetapkan perencanaan kegiatan

biasanya dilakukan beberapa kali di kantor kelurahan dengan

frekwensi pertemuan sesuai dengan kebutuhan.Rembuk warga yang

disampaikan lebih manyak pada pengayaan kriteria penerimaan

manfaat, merumuskan prioritas kegiatan dan penentuan dana.
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c. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan BKM

Dalam wawancara mengenai Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berhubungan dengan kesejahtraan

masyarakat di Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :

Penulis : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

Program PNPM -MP untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: Partisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui

Kepanitiaan/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kepanitiaan

tersebut bersifat ad. hoc. Ketika pekerjaan telah dianggap selesai

maka panitia pelaksanaan dianggap bubar karena telah selesai

mengerjakan tugasnya sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban

Kegiatan, Proses pembentukan Panitia atau Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) di tingkat RW dan atau ditingkat kelurahan.

Penyerahan bantuan diserahkan di tinkat kelurahan kepada KSM oleh

BKM dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Tugas BKM melakukan

pengawasan, membuat papan proyek untuk transparansi dan

menempelkannya di lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan tanda

tangan MOU bantuan antara BKM dengan KSM di kelurahan. Dalam

pelaksanaan kegiatan warga miskin sering dilibatkan dalam

memberikan partisipasinya berupa tenaga . Swadaya/partisipasi

hampir dalam setiapan kegiatan.
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d. Partisipasi Masyarakat dalam Pemenfaatan Kegiatan BKM

Dalam wawancara mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemenfaatan

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berhubungan dengan kesejahtraan

masyarakat di Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :

Penulis : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemenfaatan kegiatan

Program PNPM -MP untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: Penerima menfaat dari keiatan BKM adalah warga miskin yang

terdaftar dari hasil Pemetaan Swadaya formuli . Pemetaan Swadaya

Warga miskin yang difasilitasi dalam PNPM Mandiri perkotaan

adalah kriteria lokal di tingkat kelurahan yang dibangun dari mulai

kesepakatan masyarakat di tingkat kelurahan. Bagi masyarakat

miskin yang akan mendapat bantuan dari BKM Kelurahan Antapani

Kidul dilakukan tinjau lapangan terlebih dahulu dengan

menggunakan chek and recheck untuk menghilangkan nipotisme,

menjaga obyektivitas dan menjaga kepercayaan BKM.

e. Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Kegiatan

Dalam wawancara mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berhubungan dengan kesejahtraan

masyarakat di Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :
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Penulis : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kegiatan

Program PNPM -MP untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: Partisipasi dalam pemeliharaan kegiatan nampaknya masih rendah

terutama kegiatan yang menyangkut sarana umum seperti Peninggian

kirmir sloof, Paving Blok, Pemeliharaan sarana dan prasarana yan

dibangun melalui PNPM-Mandiri Perkotaan yang dilakukan

masyarakat , namun keputusan penentuan prioritas kegiatan lebih

banyak ditentukan tokoh masyarakat khusunya para RW danketua

lembaga yang ada di kelurahan seperti LPN. PKK. Dan BKM .

Partisipasi dalam pemeliharaan masih lemah, karena warga

berpendapat “nanti juga diperbaiki lagi oleh BKM”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa memiliki kurang

terjaga. Disadari betapa strateginya partisipasi dalam penentuan prioritas kegiatan

yang akan didanai karena akan membangun keswadayaan tenaga, material, materi

dan keahlian secara maksimal terutama dalam penerima menfaat , untuk

membangun kepedulian harus banyan mengeluarkan enegri dimana orang makin

cenderung individualistis. Tingkat kohesivitas dan empati sebagai persyaratan

mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat.

f. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalia Kegiatan BKM

Dalam wawancara mengenai Partisipasi masyarakat dalam pengendalian

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berhubungan dengan kesejahtraan
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masyarakat di Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :

Penulis : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengendalian kegiatan

Program PNPM -MP untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni : Upaya BKM dalam membangun pengendalian atau control dari

masyarakat dengan cara mencapaikan informasi dan

menempelkannya pada papan proyek yang berisi jumlah uang

bantuan, volume pekerjaan, dana swadaya pada setiap kegiatan.

Dalam menyampaikan bantuan kepada KSM dilakukan secara

terbuka di kelurahan dengan mengundang banyak orang agar sama-

sama dapat membantu untuk melakukan pengawasan.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat tertinggi dari

partisipasi masyarakat adalah pada pengendalian kegiatan, mengontrol,

memonitoring dan evaluasi memerlukan energi keberanian yang tinggi untuk

dapat menyampaikan kepada perencana dan pelaksana kegiatan.

17.2 Kegiatan dibidang Ekonomi , Sosial dan Infrastruktur

a. Kegiatan di Bidang Ekonomi

Dalam wawancara mengenai kegiatan BKM,KSM dan Relawan Masyarakat

di bidang Ekonomi di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan

sebagai berikut :

Penulis : Bagaimana kegiatan BKM. KSM dan Relawa masyarakat dalam

bidsmg Ekonomi program PNPM Mandiri di Kelurahan Antapani
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Kidul dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan berapa besar

bantuan pemerintah melalui dana APBN dan APBD ?

Bapak Yoni: Kegiatan ekonomi (Pelaksanaan Dana Bergulir) di Kelurahan

Antapani Kidul dari jumlah penduduk miskin yang telah mendapat

bantuan langsung masyarakat dana bergulir sebanyak 50 kelompok

(1250 orang), baru 75% yang sudah mengembalikan dana bergulir

sebanyak 938 orang, jadi yang masih menunggak pengembaliannya

sebanyak 25% (312 orang), alasan penunggakan dana BLM

tersebut dikarenakan BLM dianggap oleh masyarakat merupakan

dana hibah dari pemerintah.

Dari hasil wawancara selanjutnya bahwa Bantuan Langsung Masyarakar

(LBM) berupa dana bergulir, dana bantuan untuk kegiatan PNPM berupa simpan

pinjam sudah tersedia namun masyarakat belum siap untuk menggunakannya

dalam tahun 2013 sampai sekarang belum ada yang mengajukan untuk

memenfaatkan dana ekonomi (simpan pinjam) tersebut karena pada tahun 2000

pada saat P2KP banyak terjadi kemacetan karena dana dari pemerintah tersebut

dianggap hibah padahal sudah diberitahukan berulang kali bahwa pinjaman

ekonomi (simpan-pinjam) harus dikembalikan, sehingga untuk pengajuan lebih

lanjut Dana BLM simpan pinjam perlu dibebankan persyaratan-persyaratan yaitu

harus lancer tingkat pengembaliannya minimal 90% , dengan kejadian tersebut

pada tahun 2013 pihak BKM tidak mengajukan untuk menggunakan dana BLM

(simpan pinjam) tersebut.
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b. Kegiatan di Bidang Sosial

Dalam wawancara mengenai kegiatan BKM, KSM dan Relawan Masyarakat

di bidang sosial di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai

berikut :

Penulis : Bagaimana kegiatan BKM. KSM dan Relawan masyarakat dalam

bidang Sosial program PNPM Mandiri di Kelurahan Antapani

Kidul dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan berapa besar besar

bantuan dalam pelaksanaannya

Bapak Yoni: Pada tahun 2012 kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM Trampil, pintar dan pintar I) di RW

13,14,18 berupak kegiatan tata Boga dan Pendidikan Tata Boga

yang diikuti 153 orang dari dana BLM APBD sebesar Rp.

41.650.000,-

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosial yang

dilaksanakan oleh KSM tidak dilakukan secara merata di tingkat RW yang ada di

wilayah Kelurahan Antapani Kidu hanya dilaksanakan di beberapa RW saja

c. Bidang Infrastruktur :

Dalam wawancara mengenai kegiatan BKM,KSM dan Relawan Masyarakat

di bidang Infrastruktur di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan

sebagai berikut :

Penulis : Apakah kegiatan Infrastruktur telah berjalan sesuai dengan ketentuan

yang ada ?
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Bapak Yoni : kegiatan BKM ANKID dan KSM Bidang Infrastruktur di Kelurahan

Antapani Kidul telah sesuai dengan hasil musyawarah wagra yang

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Desa yang dapat

diperjelas pada Profil BKM ANKID Kelurahan Antapani yaitu :

1) Dari dana APBN 2012 untuk kegiatan Infrastruktu (Sumur Resapan,

RTLH,PP-BK dan Gerobak Sampah) dengan volume 40 Unit dan

Rabat Betos sepanjang 126 meter dilaksanakan oleh KSM Sumber Sari,

Sumber Asri, Maju Jaya, Sekar Sari dan BOP BKM ANKID sebesar

Rp. 710.350.000,-

2) Tahun 2014 Kegiatan Infrastruktur ( Peninggian kirmir Sloof,

Pemagaran, Gross Blok, Pos Terpadu PLPBK, Pagar Pintu dan

Bangunan Sheler) dilaksanakan oleh KMS Melati di RT.01/RW 12

dari dana APBD 2014 sebesar Rp. 66.623.000,-

3) Tahun 2014 Kegiatan Infrastruktur (Peninggian kirmir sloof, Paving

Blok, Pemagaran) dilaksanakan oleh KMS Warnasari, Endah Sari, di

RT.04,05,06,07,/RW 13 dari dana APBD 2014 sebesar Rp.

363.742.000,-

4) Tahun 2014 Kegiatan Infrastruktur (Peninggian kirmir sloof, Paving

Blok) dilaksanakan oleh KMS Saluyu, di RT.04,05,,/RW 14 dari dana

APBD 2014 sebesar Rp. 57.074.000,-

5) Tahun 2014 Kegiatan Infrastruktur (Pengecetan Sloof dan Pagar

Groos Blok, Taman Bangunan Shelter, Lapak Kuliner) dilaksanakan
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oleh KMS Tulip, di RW 13 Februari 2015 dari dana APBD 2014

sebesar Rp. 132.615.000,-

6) Tahun 2014 Kegiatan Infrastruktur (Paving Blok) dilaksanakan oleh

KMS Arum Sari, di RT.01,02 RW 16 bulan Desember 2014 dari dana

APBD 2014 sebesar Rp. 64.229.000,-

7) Tahun 2014 Kegiatan Infrastruktur (Peninggian Kirmir) dilaksanakan

oleh KMS Bakti Pratama , di RT.01/ RW 17 bulan Maret 2015 dari

dana APBD 2014 sebesar Rp. 70.000.000,-

Dari hasil wawancara dan keterangan data infrasetruktur di Kelurahan

Antapani Kidul telah dilaksanakan sesuai dengan Program Pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan , namun dalam kegiatan infrastruktur tidak banyak dinikmati

oleh masyarakat miskin dilingkungan kegiatan infrastruktunya, tapi hasil dari

pembangunan infrastruktur tersebut banyak dimikmati oleh masyarakat mampu.

Hasil kegiatan infrastruktur Untuk kegiatan infrastruktur kurang

pemeliharaan oleh masyarakat, bila ada kerusakan kurang diperhatikan

masyarakat masih kurang pemeliharaan , bila ada kerusakan kurang diperhatikan

17.3 Apakah Pelaksanaan , evaluasi dan pengawasan PNPM Mandiri

Perkotaan telah diaksanakan dengan pedoman PNPM Mandiri

Perkotaan?

Dalam wawancara mengenai pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan PNPM

Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan

sebagai berikut :
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Penulis : Apakah telah dilaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan Progarm PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan

Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: Evaluasi dan pengawasan kegiatan dalaksamakan oleh Setker

(Satuan Kerja Proram penangulangan kemiskinan di perkotaan) bersama

Askot (Asisten Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan) di bidang

keuangan dan Teknik/infrastruktur telak dilaksanakan secara berkala sesuai

dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan kegiatan

17.4 Pertanggun jawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Dalam wawancara mengenai evaluasi pelaksanaan dan pengawasan PNPM

Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan

sebagai berikut :

Penulis : Sejaumana pertanggung jawaban kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di

Kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni: BKM sebagai dewan amanah atau pimpinan kolektif himpunan

masyarakat warga kelurahan bertangung jawab menjamin ketertiban

semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang

kondusif untuk mengembangkan keswadayaan masyarakat dalam

penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat

kelurahan pada umumnya demikian pertangun jawaban kegiatan PNPM

_Mp yang dilaksakana oleh KSM telah disampaikan kepada kelurahan

sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
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17.5 hambatan – habatan dalam kegiatan PNPM ?

Dalam wawancara mengenai hambatan-hanbaran pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Yoni mengatakan sebagai berikut

:

Penulis : Apakah ada hambatan-hambatan pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkoraan di kelurahan Antapani Kidul ?

Bapak Yoni : Hambatan-hambatan dalam pelaksanmaan PNPM Mandiri

Perkotaan yang dilaksnakan oleh Badang Keswadayaan Masyarakat (BKM

ANKID) di Kelurahan Antapani Kidul sebagai berikut :

1. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dalam proses kegiatan PNPM-

Mandiri Perkotaan

2. Sebagian Masyarakat masih menganggap dana bantuan langsung

masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi (bantuan bergulir)

sebagai hibah sedangkan dana bergulir simpan pinjaman tetap harus

dikembalikan kepada pemerintah,

3. Setiap pertemuan dengan masyarakat tingkat kehadiran kurang maksimal,

khususnya partisifasi dari perempuan

4. Kegiatan dibidang Sosial pendidikan Tata Boga belum dilaksanakan secara

merata di tingkat RW hanya dilakukan sebagaian RW saja.

5. Untuk kegiatan infrastruktur kurang pemeliharaan oleh masyarakat, bila ada

kerusakan kurang diperhatikan.
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6. Belum adanya pelatihan khusus bagi anggota BKM, KSM dan Relawan

Masyarakat dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan

PNPM Mandiri Perkotaan di Tingkat Kelurahan.
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